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BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURANRBUPATI LEBONG
NOMOR 2 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI] LEBONG,

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan
publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu dilakukan
percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis

elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Lebong;

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahl_.m
2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
maka perlu menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Lebong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan hurul b di atas, perlu menetapkan
Peraturan  Bupati tentang Penyelengpgaraan Sistem

Pemerintahan  Berbasis Elekironik  di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28B28);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Lebong di
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana
telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2008 tentang Informasi dun Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5952);
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tang
l,h“l”"l""“”‘l“"l! Nomor 14  Tahun 2008 Rf;ublik
Keterhulann Informani Publile (Lembaran Nr;{-’lrﬂmmbamn
Indonesin Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Negarn Republik Indonesin Nomor ARAD);
¥ tenti
pesin
Nepara

ing pc|gynnaﬂ

Tahun

Undung Undang Nomor 25 Tahun 2
chublik

Publik (Lembiran Nepnra Republik Indor
Nomor 112, Tambahan Lembaran
Indonesin Nomor H038);

ntang
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 €

ara
. X : Lembaran  Ncg
Pembentukan  Perundang-undangan | 2, Tambahan

Republik Indonesin Tahun 2011 N”mf“ 8 5234),
Lembaran Nepnra Republik Indmzr:mul Nnmnlr d‘cn‘ggn
sebagaimana telnh diubah beberapa kali tﬂmkh]r;-._:baharl

022 tentang Pe

Undang Undang Nomor 13 Tabun 2
12 tahun 2011 tentang

Kedun atas Undang-Undang Nomor B
Pembentukan  Perundang-undangan (Lembaran Nt:iaf
Republik Indonesin Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

Lembaran Neparn Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang
Pemerintnhan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesin Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negarn  Republik  Indonesia Nomor 5587), scbagaimana
telah  beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757),;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Kelerbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor
215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6400);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan  Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :

41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum
Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
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14. Peraturan Menteri Komunikast dan Ill’c-ndﬂ“ ran Sistem

Tahun 2015 tentang Tala cmr;;l ri
Elektronik Instansi Penyeclenggara el

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Pembentukan Pmdu
Negara Republik Indoncsia Tahun

. . 1
sebagaimana telah diubah dengal ne Pe
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang go Tahun

. i mor i
atas Peraturan Menteri Dalam Negen Nr?l Dacrah (Berita
2015 tentang Pembentukan Produk Hm:t)mur 157);
Negara Republik Indonesia Tahun 2018

- hun 2017
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri N r 3 Ta si dan
tentang Pedoman Pengelolaan Pelay

Dokumentasi;

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Ap

Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahu 1 B
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan b€

Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 994).

omo
anan [nforma

aratur Ncgara dan
n 2020 tentang
basis
2020

MEMUTUSKAN :

snetapkan @ PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM  PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
otonomi.

3. Bupati adalah Bupati Lebong.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah
Kabupaten Lebong.

5. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
adalah perangkat dacrah dilingkungan pemerintah Kabupaten
Lebong yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang komunikasi dan informatika,

6. Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu Ke
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pﬂp&:ﬂn}?:]l;:;:a?-an
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah an

7. S:slcm Pemerintahan Berbasis Elektronik di  lin Ielcun
Pemerintah Kabupaten Lebong yang selanjutnya dimrb%lt SPEE?!;‘,
adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanlaatk
teknologi kin{ormasi dan komunikasi untuk mcmbcrikzg

anan i
aybnng. cpada pengguna SPBE  Pemerintah  Kabupaten
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wai Aparatuf
Pengguna SPBE adalah pemerintah daerah, P‘:‘iﬂ usaha, dan

Sipil Negara akat, pela hiry
p a, perorangan, masyar ernerin
pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE P

Kabupaten Lebong. . ik adalah
Tata Kelola Sistem Pemerintnhan Berbasts E]ci;:r:ﬂngatumn,
kerangka kerja yang memastikan lerlukﬂﬂ:]ﬂ';";n qgpBE sccara

pengarahan, dan pengendalian dalam pene
terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupa
terpadu. capai
Manajemen SPBE adalah serangkaian proscs unluknlEC:rekTiL
pencrapan SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong ;PBE yang
efisien, dan berkesinambungan, seria layanan

berkualitas.

Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan olch lr{;!ﬂgﬂ
atau beberapa fungsi apliknsi SPBE di Iiﬂgkﬂﬂgﬂn Peme
Kabupaten Lebong dan yang memiliki nilai manfaat. n
Rencana Induk SPBE adalah dokumen percrlcaﬂﬂﬂk
pembangunan SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong untu
jangka waktu 5 (lima) tahun, o
Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mf.'ﬂ_dﬂﬂkl‘lpmkﬂn
integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur
SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE pemerintah
Kabupaten Lebong untuk menghasilkan layanan SPBE yang
terintegrasi, g
Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan
arah dan Langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE
Pemerintah Kabupaten Lebong yang terintegrasi.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah Teknologi
yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan,
pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian
informasi.

Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur
dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
Pemerintah Kabupaten Lebong.

Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan
sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk
keperluan penempatan, penyimpanan dan pengelolaan dan
pemulihan data Pemerintah Kabupaten Lebong.

Perangkat Kecras adalah semua jenis piranti atau komponen
komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata
dan dirasakan langsung.

Perangkat Lunak adalah sekumpulan data elektronik yang
tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat computer,

Evaluasi SPBE adalah sualu proses penilaian dengan metode
tertentu  yang dilakukan oleh Asesor SPBE Pemerintah
Kabupaten Lebong terhadap pelaksanaan SPBE di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lebong,

Asesor SPBE adalaoh seseorang atau sekelompok orang atau
perangkatl daerah yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan
SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
Interoperabilitas Data adalah koordinasi dan kolaborasi antar
Proses Bisnis dan antar sistem elektronik baik internal
maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Lebong dalam
rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE
Pemerintah Kabupaten Lebong.

ten Lebong secard

BAGIAN
I L{ HUHL;-'J’ g‘f—’

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

p yang meng]

23. Jaringan Intra adalah jaringan t"'ﬂ'ﬂﬂul:;u;au::r:ah di

antar simpul jaringan Perangkat t
Pemerintah Kabupaten Lebong. adalah perﬂﬂgkﬂ

24, Sistem Penghubung Layanan ran Layanan
integrasi/ penghubung untuk melakukan pertuka
SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong. kat paerah yang
25. Perangkat Daerah Mandiri TIK adalah Pcrnnimbangkan dan
dinilai telah mampu membangun, mﬂSﬂPEBE
mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur ami; standar, dan
26. Aplikasi umum adalah Aplikasi SPBE yang % a;-'; Pemerint
digunakan secara bagi pakai di lingkung
Kabupaten Lebong. g dibangun,

27. Aplikasi Khusus adalah ﬂ]‘}]ikf‘lﬁl SPBE P};?-:ngl(at Daerah
dikembangkan, digunakan, dan diknln]&t;lélf:g
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten . E

28. ]{eamgnang SPBE adalah pengendalian keamanan SPB
Pemerintah Kabupaten Lebong. :

29. Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang
‘nformasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecu
yang memiliki otorilas.

30. Kenirsangkalan (nonrepudiation) ac
informasi yang menjamin informasi t

ihak pengirim maupun pcnerima. .

31. E‘Iasyal:akst Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah
perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau
organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang teknologt,

informasi dan komunikasi.

menjamin
ali pihak

adalah aspek keamanan
dak dapat disangkal oleh

BAB 11
PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah
dilaksanakan berdasarkan prinsip :

elektivitas;

keterpaduan;

kesinambungan;

efisiensi;

akuntabilitas;

interoperabilitas; dan
g. keamanan.

(2) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang
mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan
kebutuhan.

(3) Keterpaduan secbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung
SPBE.

(4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat
merupakan pelaksanaan SPBE secara E:ercncali':a.l:ll])e!:;zlu;c
dan terus menerus sesuai dengan perkembangan. B

(5) Efsien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
merupakan oplimalisasi pemanfaatan sember daya yan
mendukung SPBE yang tepal guna. &

(6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
;ncé\é:pakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari
PBE.
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at (1) hurd
s Bisnis dan
n data,

(7)  Intere e . . aksud pada 8y
) yperabilitas sebagaimana dim antar Prose

merupakan koordinasi dan kolaborasi A ertukara
antar sistem elektronik, dalam rangkd P :
informasi, atnu Layanan SPBE. 1) huruf B8
- ! . ayat (1) !

(8) Keamanan sebagaimana dimaksud pﬂdndiﬂ:ﬂ Keaslian, dan
merupakan kerahasian, keutuhan, kﬂﬂsﬁqun S’PBE-
kenirsangkalan sumber daya yang mendu B

Pasal 3 .
an bagl

a al dom
Maksud Peraturan Bupati ini adalah schagal mp;angﬂ“ SPBE
Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan penge
Pemerintah Kabupaten Lebong.
Pasal 4
Tujuan Peraturan Bupati ini untuk : S gelola teknologi

a. Memberikan landasan hukum terhadap ta
informasi dan komunikasi seta keamanan

Pemerintah Kabupaten Lebong. L.
b. Meningkatkan sinkronisasi dalam proses dan penjaminan
kualitas pelaksanaan layanan publik dan pelaksanaan
pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi secara cfektif, elisien dan berkcsinambmgan.
¢. Mendukung proses pemantauan dan evaluas SPBE
Pemerintah Kabupaten Lebong serta audit teknologi informasi

dan komunikasi.

informasi pada

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini meliputi :
Tata Kelola SPBE;

Manajemen SPBE;

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Penyelenggara SPBE

Sumber daya manusia SPBE;

Pembinaan dan pengawasan SPBE; dan

Pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB Il
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Umum

NO DA LN~

Pasal 6

1. Tata Kelola SPBE sebagaimann dimaksud dalam Pasal 4 huruf
a, bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE
Pemerintah Kabupaten secara terpadu,

2. Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi

Rencana Induk SPBE;

Arsitektur SPBE;

Peta Rencana SPBE;

Rencana dan Anggaran SPBE;

Proses Bisnis;

Data dan Informasi;

Infrastrukiur SPBE;

Aplikasi SPBE;

Keamanan SPBE; dan

Layanan SPBE.
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Bagian Kedua ) tronik
Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elek

Pasal 7
(1) Rencana Induk SPBE scbagaimana dim::::::—idpcdoma" dalam

ayat (2) huruf a disusun untuk membe adu
mcnchmi SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong yang tery
dan berkesinambungan, .

(2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dim
memuat :

a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran TIK SPBE;
b. Arah Kabijakan SPBE;

c. Strategi SPBE; dan

d. Peta rencana strategis SPBE;

(3) Rencana Induk SPBE disusun berdasarkan Rencana In't:;}g(
SPBE Nasional, Rencana Pembangunan ‘Jﬂ-ﬂgkﬂ Pan]
Daerah, dan Grand Design reformasi Birokrasl. q

(4) Penyusunan Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.

aksud pada ayat (1)

Pasal 8

(1) Rencana Induk SPBE dapat ditinjau setiap 5 (lima) tahun
sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan :

a. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana
Induk SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong; dan/atau

b. Perubahan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten
Lebong.

(2) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
perencanaan dan pembangunan daerah.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Ketiga
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 9

(1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) huruf b disusun dengan berpedoman pada
Arsitecktur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah.

(2) Arsitektur SPBE sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
memuat :

a. Reflerensi arsitektur; dan
b. Domain arsitektur.

(3) Referensi arsitcktur scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku
yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap
domain arsitektur.

(4) Domain arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b terdin atas :

domain arsitektur Proses Bisnis;

domain arsitektur Data dan Informasi;

domain arsitektur Infrastruktur;

domain arsitektur Aplikasi SPBE ;

domain arsitektur Keamanan SPBE; dan

domain arsitektur Layanan SPBE.

mean o
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disusun
aa at l”
(5) Arsitektur SPBE sebagimana dimaksud lli‘it‘:npkin oleh Bupclil;‘n
untuk jangka waktu 5 {lima) tnhun dan ¢ waltu

icw 1 pa ai
(6) Arsitektur SPBE dilakukan revicw I’_"f::k“': _ waktu scst
tahun terakhir pelnksanaan atad SCW vat
dengan kebutuhan. : dimaksud pada ay
(7) Review Arsitcktur SPBE sebagaimana
(4) dilakukan berdasarkan : _ ' '
a. perubahan Arsitektur SPBE anmlj“l- ppE di pcmcnntah
b. hasil pemantauan dan evaluasi
Daerah; - -
c. perubahan pada unsur SPBE t-cl_llzlgﬂm;nh
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d sampal cng
d. perubahan Rencana Pembangunan
Daerah. ) . da a at {5}
(8) Review Arsitektur SPBE sebagaimana d:mak?ﬁj gitia[jsti{c dan
dilakukan oleh Dinas Komunikasi ]nl:nrmu;{l A SPBE
Persandian dengan persetujuan  Tim 00
Pemerintah Kabupaten Lebong.

a dimﬂkSUd
uruf j; atad
Menecng

Bagian Keempat _ .
Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 10

(1) Peta Rencana SPBE scbagaimana dimaksud dalam Pasgl 6 ﬂ}'a;
(2) huruf c disusun dengan berpedoman pada Peta Rencan
SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah
Daerah. )

(2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat :

Tata Kelola SPBE;

Manajemen SPBE;

Layanan SPBE;

Infrastruktur SPBE;

Aplikasi SPBE,;

Keamanan SPBE; dan
g. Audit teknologi informasi dan komunikasi.

(3) Peta Rencana SPBE secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten
Lebong selanjutnya ditetapkan oleh Bupati untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun.

(4) Peta Rencana dilakukan review pada paruh waktu dan tahun
terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan
kebutuhan,

(5) Review Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilakukan berdasarkan :

a. Perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;

b. Perubahan rencana strategis;

¢. Perubahan Arsitektur SPBE:

d. Hasil pemantauvan dan evaluasi SPBE Pemerintah
Kabupaten Lebong

(6) Review Peta Rencana SPBE scbagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan Persetujuan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah
Kabupaten Lebong.
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Rencana dan Anggaran Sistem Pemerinta

(1)

(2)

(3

(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

v ima . i
Bagian Kelim 1an Berbasis Elfzktrliﬂ'-l‘ik

Pasal 11
. . akgud dalam
Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dl;;?:;an proses
: sesuai .
Pasal 6 ayat (2) hurul d disusun qL{nllllﬂﬂn pemerintah

perencanaan  dan penganggaran
Daerah. i a
d bagaiman
Penyusunan  rencana dan anggaran 51’1;13 ?Jircﬁcanﬂﬂﬂ
dimaksud pada ayat (I} dilaksanakan oleh Ba ﬂnDaerah dan
Pembangunan Daerah, Badan }{cu?nﬁﬂﬂ tika Statistik
berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi Informa

dan Persandian. z
Penyusunan rencana dan anggaran SPBE -Mbagmmi;:z
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghimpun usu §
dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daera
dan disclaraskan dengan Arsitcktur SPBE dan Peta Rencana
SPBE.

Bagian Keenam
Proses Bisnis

Pasal 12

dalam Pasal 6 ayat (2)
kan pedoman dalam
rapan Aplikasi

Proses Bisnis sebagaimana dimaksud
huruf e di susun untuk memberi
penggunaan data dan informasi serta pene¢
SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
Proses Bisnis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Setiap Perangkat Daerah menyusun Proses Bisnis Perangkat
Daerah berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
Proses Bisnis vang saling terkait disusun sccara terintegrasi
untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi
SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi dikoordinasikan
olch Bagian Organisasi.
Bagian Ketujuh
Data dan Informasi

Pasal 13

Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2) huruf  mencakup semua jenis data dan informasi yang
dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lebong dan/atau yang
diperoleh dari masyarakat teknologi informasi dan komunikasi.
Data dan informasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lebong sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung
jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan
serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis
dan/atau rahasia.

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
memenuhi kriteria :

berdasarkan standar data dan informasi;

berbagi pakai data dan informasi;

mudah diakses; dan

selaras dengan Arsitcktur SPBE Pemerintah Kabupaten

Lebong.

aooe
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Pasal 14 )
aksud dalam Pa.lsal llh
] m clcktromk ole

pcrgandiﬂ.ﬂ-

(1) Data dan informasi sebagaimana dima¥
ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk siste
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan nuk sistem

(2) Pengintegrasian data dan informasl tlnlflm(” llaksanakan
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayal

. : bilitas
dengan memperhatikan standar mtcrt?r'-'”?u pe,-undﬂng_
informasi sesuni dengan ketentuan perd ran

undangan.

Pasal 15

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Fefaar:{dslﬂdglﬁ
mengintegrasikan data dan informasi schagaimana dlmicrahasiaaﬂ-
Pasal 15 ayat (1) harus menjamin kcamanan, ceitai
keutuhan, keaslian, dan kenirsangkalan data dan informast o
dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perun

undangan.

Bagian Kedelapan
Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berb
Paragrafl 1
Umum

Pasal 16

(1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(2) hurul g terdiri atas:

a. Pusat data;

b. Jaringan intra Pemerintah Daerah; dan

c. Sistem penghubung layanan pemerintah daerah.

Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan

untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan

integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur

SPBE.

(3) Penggunaan Infrastruktur SPBE  Pemerintah  Daecrah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bagi
pakai di dalam Pemerintah Daerah.

(4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE
Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.

(5) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ merupakan perangkat integrasi pertukaran
Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dan Instansi lainnya
sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

asis Elektronik

(2)

Paragraf 2
Pusat Data

Pasal 17

(1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf a, merupakan beberapa pusat data yang saling
terhubung dan digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

(2) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi
untuk :

a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE

Pemerintah Kabupalen Lebong;
: L{ DAGIAN
[ HUKUN
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u .

b. mengelola penyimpanan don Ict:]nﬂ‘f“ru: l‘;‘lErE Pcmcnﬂtﬂh
dan informasi ynng diperlukan penpRUNT ©
Kabupaten Lebong; dan pa—— gesual dc.ﬂgﬂ“

c. mengatur nkses data dan/atau 1_11_'3' kungan
kewenangan Perangkat Daerah di NG

Kabupaten Lebong.

(3) Desain dan manajemen Pusat Data ﬁl\?tlsi(lﬂ indonesia

pada ayat (1) harus memenuhi S!nnd{tr -ll imana dimaksu
(4) Dalam hal Standar Nasional Indonesin scbab ne Standar

pada ayat (3] belum tersedin, dapat menggu

Internasional. . erah dapat
(5) Pusat Data yang digunakan oleh pemerintah Da

berupa :

a. Pusat data nasional; dan/atau

ink: erali.
b. Pusat data pemerintah daer: {imaksud pada

(6) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana
avat (5) huruf b dikelola oleh Dinas Komunl
Statistik dan Persandian.

(7) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) humé b
menvediakan fasilitas bagi pakai dengan Pcrangk:?t Daerah dan
membuat keterhubungan dengan Pusat Data Nasional.

(8) Setiap Perangkat Dacrah dapat menempatkan data dan/atau
servernya di Pusat Data. .

(Q) Perangkat Daerah Mandiri TIK dapat mengadakan sendirl
server dengan tetap mengacu pada standar tecknis pada
lampiran peraturan ini serta dapat melakukan konfigurasi,
operasional dan perawatan server sendiri.

(10) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan server
sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka Dinas
Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian menyediakan
fasilitas Virtual Private Server (VPS) beserta konfigurasi dan
perawatan server di Pusat Data.

kasi Informatika

Pasal 18

(1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah
dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data,

(2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana
dlmak:_sud pada ayat (1), Dinas Komunikasi I[nformatika
Statistik dan Persandian melakukan pengelolaan data setelah
mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.

Pasal 19

(1) Seuap Perangkat Daerah wajib melakukan
pencadangan (ba
up) data secara berkala ke dalam server di Puiat (D .
Pemerintah Daerah, ata
(2) Dinas Komunikasi, Informatika, statistik
1, " s an i
melakukan }c:mrdmum dan  supervisi terhadap P;ﬁi?‘%:{nn
Daerah tc:k_ml pelaksanaan kewajiban pencadangan [backb o
, data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) up)
(3) Dinas Komunikasi, Informalika,Statist;
s | = " sk dan i
g‘lcln.]am;ﬂ k::rarl;asman dan keamanan data yang d?:irr?'r;r;:mdni
alam Pusat Data sesuai ketentu:
undangan yang berlaku, = Beftmn. pecindang:
(4) Perangkat Dacruh Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri

server schagaimana dimaksud

DagH ! pada Pasal 17

berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Infor n{‘?: (9) dapat
dan Persandian. ' atlka, Statistik
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Paragraf 3
Jaringan Intra Pemerinia

Pasnl 20

h Danerah

sebagnimana
mrnh tuk mnﬂj”?f’_

wtnh 1)

1 Penggunaan Jaringan Intra Pemerit '
() ) B Lertujuan un

dalam Pasal 16 aymt (1) Hurufl b, . lata d
keamanan dalam melnkukan pengirimin '~“-|h
antar simpul jaringan dalam Pemerintah 'f”" rrn‘;:uﬂh Dacrah
(2) Penyelenggaraan  Jaringan - Intra : f'”!cknn jaringan finik
sebagaimana dalam ayat (1), dapal mengguna h dan/atau yang
yang dibangun sendiri oleh I’lt-rm"ri”",'h .|J.-|r_-rn ‘
dibangun oleh penyedia jasa layanan Jnruw;m;- .
(3) Pemerintah Daerah mengelola dan mengent j; Ik'!ﬂnnkn
Jaringan Intra Pemerintah Dacrah yang dilakt dian
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persan '

Pasal 21

an keamanan
n oleh

Jaringan Intra

. . . nepunakan
(1)  Setiap Perangkat Dacrah harus mengg Pasal 20 ayat

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
(2) lerl}ingnn Intra Pemerintah  Dacrah dupa't terinterkoneksi
dengan Instansi Pusat dan/atau antar Pemerintah Dacml?.
(3) Jenis Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat terdiri atas :
a. Jaringan Antar Perangkat Dacrah/Wide Area Network

(WAN); dan
b. Jaringan Intra Perangkat Dacrah/Local Area Network
(LAN).

(4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian
dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
wajib mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten
Lebong.

(5) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian
dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan
schagai berikut :

a. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan,
pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra
Perangkat Daerah/Local Area Network (LAN) dan Jaringan
Antar Perangkat Daerah/Wide Area Network (WAN) hingga
router seluruh Perangkat Daerah termasuk jaringan fiber
optik;

b. Perangkat Dacrah Mandiri TIK hanya dapat melaksanakan
perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian
danfatau pengembangan Jaringan Intra Perangkat
Daerah/ Local Area Network {LAN);

c. Perangkat Dacrah melaksanakan perencanaan,
pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau
pengembangan perangkat khusus Perangkat Daerah sesuai
dengan kewenangannya dengan memperhatikan  tugas
pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.,

Y e e
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nan

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5]

(6)

(7)

(8)

(9)

Pasnl 22

. dimaksud
Jaringan Intra Pemerininh Daerah ﬁf.'hﬂﬂ"";':‘m:?nndur yang
dalam Pasal 21 nyat (1) hars senuni 'Ir”'::_':n Jrlil"lﬂ Imrlﬂku-
ditetapkan dan ketentunn ;‘H"rIIHi|IIIII-",'“"!!F:IFE-:] Netwaork (LAN])
Jarngan Intra Perangkat Daernh/ Lol . r -5’ huruf b dﬂpl_“-
scbagaimana dimaksud padn Pasal 21 va'"fl-rmmiku Siatistik
berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi Info

dan Persandian.
Pasal 23

Setiap Perangkat Daeranh wajib mem |'.-r-.1n}-u| wEbs“e.-:mhﬂﬁﬂi -
Website Perangkat Dacrah wajib dialamatkan

domain dari website I'Tfrpf;'!!.!llﬁﬂt’lﬂﬂgy;&ﬂﬂ-_'ﬂ. o paelipath
Pengaturan tentang  Pengelolaan  Nama Dﬂmmlflhan dan
pengelola,  pendaflarnn,  penggunain, pfnﬁ;;na Domain.
persyaratan serta tata cara penetapan pengelola Ne ehsite
Domain atau alamat pada internet sctiap situs i
Perangkat Daerah wajib menggunakan ketentuan schagaimana
diatur oleh Peraturnan Menteri Komunikasi dan mr']”:‘mnkﬂ
Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain dan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5
Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi
Penyelenggara Negara.

Pendavagunaan website di lingkungan Pemerintah Daerah
dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan website,
schingga dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk
mendukung penyclenggaraan pemerintahan dan meningkatkan
pelavanan kepada masyarakat,

Tujuan pendayagunaan iwebsite di lingkungan Pemerintah
Daerah adalah untuk terciptanya penyelenggaraan website
yang mampu memberikan dan menyediakan data serta
mfn.rrnasl bagi kepentingan pemerintah daerah dan upaya
peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui
jaringan internet.

Situs  website  Pemenntah  Daerah Yang merupakan

situs atau daerah  lokasi  jelajah dalam internet

menggunakan website http://unenw. lebongkab.go.id dan

websife Perangkat Daerah scbagai situs resmj Pemenntah

Daerah dalam rangka menyampaikan informasi
penyelengparaan pemerintahan, pembangunan da
kemasyarakatan kepada masyarakat, "
Penunggung Jawalb content

httpe/ / wiene debonghah qo.id al i website
=L I LORGRAD go. ilah Di . .
Informatika, Statistik dan P nas  Komunikasi,

_ ; ersandian, sedangkan ;
Jawab website Perangkat Dacrah udnlnhg mnzr:gmﬂng
Perungkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsiny; e

Menu atau content yang tersedin cli website Perangkat Daerah

a. data tentang lugas pokok ]
tent dan fungsi se
organisasi Ifcrﬂngkul Daerah yang hemﬁgkulﬂ[:ll'l s
b. data fungsional yang diinven :

taut ) _
berbentuk berita: dan ansir dan diolah informas;j
c. agendn keplatan,

u 1 e ——
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(10)

(1)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

17)
(18]

(19

(1)

(2)
(3

(4)

(1)

(2)
(3

harus
ac
Pembangunan website di lingkungan pcnmg:::: Dmcﬂﬂumng
dilakukan secara interoperabililas .u“
keberhasilan website mlﬂ_l"lfﬁ'ﬂj'ﬁm_@l angun sccRr®
Setiap website Vang "{'mh e data dan
interoperabilitas, wajib memelihara

informasi.

Domain atau alamat pada internet 8¢

i jatur
mana dia

i tuan schagal 5 or
Daerah wajib menggunakan kﬂcarl:i 'dﬂn Informatika Nom

leh Peraturan Menteri Komunik ; naan Nama
31;* PER; M.KOMINFO/9/ 2006 tentang I‘c:ﬂ busat dan
Domain go.id Untuk Situs web Resmi Peme

Daerah. el e (kan di server
Semua website Perangkat Daerah wajib ditempa

ketersedinan

L
tinp situs web pPerangka

tion dengan
baik sebagai webhosting ~maupun mb}f:pada. Dings
mengajukan  permohenan persetujuan pra Pemerintah

[ et i
Komunikasi, Informatika, Sratistik dan Persan

Kabupaten Lebong. . ) Humunikﬂﬂi
Adapun jika terjudi force majpre, Tn?s'iban tnemilild
Informatika Statistik dan Persandian berkewa) mili

backup data/ mirroring/redundant untuk  mengembalikan
data vang ada, as
Setianp nguwai Negeri Sipil (PNS) dan Peranghkat Daif?ﬁ“si;?
menggunakan email resmi Pemcrintah Daerah SeDag =
komunikasi kedinasan sesuai  Surat  Edaran !"-"lETllE 1
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(MENPAN-RB) Nomor 6 Tahun 2013, tanggal 27 Mea :2013.
Email PNS dan Perangkat Daerah wajib _clmlarnal.kﬂn
dengan domain mail .go.id atau ilebongkab,go.id. ] .
Format alamat emal! mail.go.id adalah namapns@mail.go.id.
Format alamal cmail lebongkab.go.id adalah nama
pnsi;lebongkab.go.id. .
Setiap PNS hanya diijinkan memiliki 1 (satu) alamat email
MNasional pada mail.go.id dan 1 (satu) alamat email Pemerintah
Daerah pada lebongkab.go.id.

Pasal 24

Penyedinan perangkat keras pada setiap Perangkat Daerah
beroricntasi pada sislem jaringan, baik lokal
(LAN/ WLAN/ WAN), intranel maupun intermet.

Perangkat keras meliputi Personal Computer, Server, Note Book,
Printer, Scanner, UPS, dan jaringan LAN/ WLAN/ WAN.
Spesifikasi teknis pengadaan Perangkat Keras (Hardware) bag
sctiap Perangkat Daerah berpedoman pada standar spesifikasi
teknis minimal yang telah diatur pada lampiran peraturan ini.
Untuk Keperluan bandwidth menyesuaikan kebutuhan
Perangkat Daerah dan sesuai dengan persetujuan dari Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Pasal 25

Perangkat Lunak yang digunakan oleh Perangkat Daerah wajib
terdaftar pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Persandian Pemerintah Kabupaten Lebong.

P:rung:ka[ Lunak yang digunakan cleh Perangkat Daerah wajib
chnmln kjramana.n dan keandrlan operasionalnya.
Spesifikasi teknis pengadaan perangkat lunak baru pada setiap

unitl organisasi  berpedoman/disesuaikan dengan standar
minimal yang diletapkan dalam lampiran Peraturan ini.

| I CAGIAN
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Paragral 4 _ ah
Sistem Penghubung Layanan pemnerintah Daer
Pasnal 26 5 o
nl.'ltilh acr
{1) Penggunaan Sislem Penghubung Layanan P"T; (1) huruf €
sebagnimana dimaksud dalam Pasal 10 :2 integrasi
bertujuan  untuk memudahkan dalam me
Sistem

antar Layanan SPBE, .

(2) Setiap Perangkat Daerah harus .
Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana
ayat (1). .anarn chcrintah

(3) Dalam menggun ¥ ah harus :
Dacrah dimaksud Pada a Intra
a. membuat keterhubungan dan

Pemerintah Daerah; oy Layanan SPBE

b. memenuhi standor interoperabilitas an =
Pemcrintah Kabupalen Lebong sesudl dengan ketentua

raturan perundang- undangan: ) )

c. ﬁrndapatkfn pertimbangan kelaikan upcmsl. sesual

dengan ketentuan peraturan prmndnnb-undungan. dan

s 4. Mendapatkan pertimbangan  kelaikan keamanan sesuai
= dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

,ounakan
mcﬂmudjma]{EUd pﬂ.dﬂ

akan Sistem Penpghubung L4

yat (2] Pernerintah Daeras
akses Janngan

Bagian Kesembilan _
Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elcktronik

Pasal 27

(1} Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2}
huruf h digunakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lebong untuk membenkan layanan
kepada Pengguna SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong.

(2) Aplikasi SPBE scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas :

a. Aplikasi Umum; dan
b. Aplikasi Khusus.

(3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE

~ mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.

(4) Pembangunan dan pengembangan aplikasa SPBE secara
terpadu dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika
Statistik dan Persandian, '

Pasal 28

(1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 a
hurul a dibangun dan dikembanghkan : s
{l;. selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional; dan
. memenuhi standar teknis dan praosedur
. : da pembangunan
dan pengembangan  Aplikasi Umum  sesuai  dengan
o | ketentuan peraturan perundang-undangan
Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaft | IS
! _ 3 arkan dan
pada repositori Aplikasi SPBE, dimmpan
(3) LE.rkprlm{h:ln Iﬁ}];.lllkuni. SPBE scbagnimana dimaksud pada ayat (1)
ikelola oleh Dinos Komunikasi, Inf i Slntisti
s ety ormatika, Statistik dan
(4)  Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lebong.
BAGIEN| g |
HUKUM
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 29
ralt
Aplikasi Khusus scbagaimana dimaksud dalam Pﬂ&fﬂg;:;’an
(2) huruf b dibangun dan dikembangkan dengan

sebagai berikut : . -

a. sclaras dengan Arsilcktur SPBE Pemernintah Kabup
Lebong; dan I

b. memenuhi standar leknis dan prosedur pem}:rﬂr:ji':gﬂn
dan pengembangan Aplikasi Khusus sesua
ketentuan peraturan [wrunc!ﬂng-unda:!r;g;n.antmbmgﬂn

Qebelum melakukan —pembangunan _ ]
Aplikasi  Khusus scbagnimana dimaksud pada S:aﬂg uiak
Pemerintah  Kabupaten Lebong  harus mtl-r:a e
pertimbangan dari mentern yang menyelenggarad

crintahan di bidang aparatur negara.
R;-rl?kasi Khusus schagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibangun dan dikembangkan oleh I"rmnglu?:t Dac g
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong scsual dengan DL'IE .
dan fungsinya, setclah mendapat persctujuan dan Dina
Hﬂmunikasi,'lnfnrmau}r.a. Statistik dan Persandian dengan
memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan

pengembangan yang diatur oleh Menteri Komunikasi dan
Informatika.
Pasal 30

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3] dilaksanakan berdasarkan
metodologi Sikius System Development Life Cycle (SOLS).
Perangkat Daerah  yang melakukan pembangunan dan
pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian Aplikasi
yang dirancang scbelum diimplementasikan ke infrastruktur
layanan yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), terhadap Aplikasi harus dilengkapi :

a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;

b. dokumen perancangan aplikasi;

c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan

d. source code dengan penjelasan fungsi masing-masing
prosedur.

Metodologi SDLC scbagaimana dimaksud pada ayal (1), paling

sedikit mencakup kebutuhan :

a. Penerjemahan kebutuhan/ persyaratan bisnis ke
dalam spesifikasi desain;

b. penyusunan desain detail dan teknikal piranti lunak,
termasuk penpendalian aplikasif Application Control yang
memungkinkan setiap pemrosesan dalam piranti lunak
ﬂ]_lf.‘l.ll'ﬂ.t. lengkap, tepal waktu, terotorisasi dan dapat
dlzll.'ldjlt dan pengendalian keamanan aplikasi (application
security control) yang memungkinkan terpenuhinya aspek
kerahasiaan (confidentiality], kectersediaan (availabilify)
dan integnitas (infegrity); .

¢. implementasi desain detail dan tekni dalam

g program/sumber (coding; ekt e

. mempersiapkan  desain  inte i Th
St grasi dan interoperabilitas
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(5)

(6

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(&)

(7

. . . ) .
e. mempersiapkan dan menjamin keamanan sistem d

informasi pada aplikasi;

f. manajemen perubahan pt:rs.}'aralan,fkf:buluhan; ;
g. melaksanakan penjaminan mutu (Quality Assurance);

h. melaksannkan uji coba (testing), meliputi:

(1) unit testing;

{2) system testing;

(3] integration testing; dan

(1) User Acceptance Test (UAT).
i. Instalasi _ | da
Aplikasi beserta kelengkapannya schagaimana dlm}{ﬂk;ﬁiﬁsi,
ayat (3) wajib discrahkan kepada Dinas Ko e
Informatika, Stalistk da :; . P(‘:':’ﬁﬂ_l'ldl[ll'l.
didokumentasikan dan disimpan di Repositan. _
Hak cipta atas Aplikasi bescrta kfrl_rnp;kﬂpalnn}'a Ecbﬂﬁm-'lﬂﬂ
dimaksud pada ayat (5) menjadi milik Pemerintah Daer .dnput
Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayal (6) harus S
diperiksa kescsualan fungsinya olch Dinas I(Dmu‘l:'llr e
Informatika Statistik dan Persandian sebagaimana telah dia
pada pasal schelumnya dalam bab penjelasan peraturan int.

Bagian Kesepuluh _
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 31

Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayal
(2) huruf i, mencakup keamanan sumber daya :

a. data dan Informasi;

b. infrastruktur SPBE; dan

c. aplikasi SPBE.

Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

a. penjaminan kerahasiaan;

b. penjaminan keutuhan:

c. penjaminan kelersediaan;

d. penjaminan keaslian; dan

e. penjaminan kenirsangkalan.

Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan,
pembatasan akses, dan pengendahian keamanan lainnya.
Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.

Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi
dan validasi.

Penjaminan kenirsangkalan sebapaimana dimaksud pada ayat
(2) hurul e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital
dan jaminan pihak ketiga terpercayn melalui penggunaan
sertifikat  digin]l  sesuai  dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi
standar teknis dan  prosedur  Keamanan SPBE  sesuai
dengan  ketentuan  peraturan perundang - undangan.

FAGIEN
| Y HukUM| &
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()
(2)

(3)

Layanan SPBE scbagaimana dimaksud dalam
j terdin atas :

a.

b.

(1}

12)

(3)

(1)

Pasal 32

in

Dalam penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Ifhﬂfl;ﬂ setinp

Perangkat Dacrah harus menerapkan keamanan sPB .;i;snikﬂﬂ

Dalam menerapkan keamanan qppE dan meny Dacrah
rmasalahan  keamanan SPBE, kepala Pernngkat

s inasi dengan
iapull melakukan konsultasi dan/atad kunrt:;lll'; ik dan
cpala

Dinas Komunikasi, Informatika, rEAS
persandian dan Kepala Bidang yang Elrn}-r-]enpgﬂrakﬂﬂ &

! iy ter. |
pemerintahan di bidang keamanan siber. ——
Penyelesaian  permasalahan Keamanan ?PHE scbagd
din{ukﬂud pada ayal (2} dilakukan scsual dengan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas _
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis

Pasal 23

Elcktronik

Pasal 6 ayat (2) hurufl

layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
layanan publik berbasis elektronik.

PPasal 34

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik

Pemerintah Kabupaten Lebong sebagaimann dimaksud dalam

Pasal 33 hurul a merupakan Layanan SPBE Pemerintnh

Kabupaten Lebong yang mendukung tata laksana internal

birokrasi dalam rangka meningkatkian kinerjn  dan

akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Lebong,.

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik

Pemerintah Kabupaten Lebong scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) mehiputi layanan :

perencanaan;

PCNEANERATAn;

keuangan,

pengadaan barang dan jasa;

kepegawnian;

kearsipan;

pengelolaan barang milik negara;

pEngawasan,

akuntabilitas kinerja; dan

layanan lain sesuai dengan kebutu i i

Kabupaten Lebong. i han jnensl Pemerintal

hum R i pensiihen Do

dimaksud pada ayat (2] di Vpaten  Latoag  stbagaiment
yat (2) dilakukan dengan pembangunan dan

pengembangan Aplikasi Umum sebagai i
iy paimana dimaksud dalam

T TEoaan T

Pasal 35

Layanan publik berbasis eclektronik sebagai i
gaimana dimak
dalam Pasal 33 hurul b merupakan layanan SPBE FL‘I!I‘IH:I'iI'lSI-::
Kabgpntm Lebong yang mendukung pelaksanaan pelayanan
publik sesual dengan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten

Lebang.
“{Ir‘.:.r'-mu E
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(2)

3

4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3}

Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan
mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 28. )

Dalam hal layanan publik berbasis elektronik mpagmmana
dimaksud pada ayat [2) memerlukan Aplikasi Khusus,
Perangkat Dacrah dapat melakukan pcmt?angunan tliun
pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam

sal 29 dan 30. ‘ .

?‘:nﬁn?gglmg jawab layanan publik berbasis flcll:c,UEnﬂi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] adqlah Perangkat Da o
yang menyelenggarakan layanan sesual dengan tUgas

fungsinya.
Pasal 36

Integrasi layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Ltbung
schagaimana dimaksud dalam Pasal 34 m!zmpa%mn prose
yang menghubungkan data dan informasi dan bcbcmim
Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong ke dalam satu
kesatuan alur kerja Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten
Lebong. ‘ :
lntl‘:grgsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuardmas_man
oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

BAB IV
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

Manajemen SPRE meliputi :

a. manajemen risiko;

b. manajemen keamanan informasi,

manajemen data;

manajemen asel teknologi informasi dan komunikasi;
manajemen sumber daya manusia;

manajemen pengetahuan,

manajemen perubahan; dan

. manajemen layanan SPBE;

Manajemen SPBE scbagaimana dimaksud pada. ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

~0 80

=

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 38

Manajemen risiko sehagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE
dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.

Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses
identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi
terhadap risiko dalam SPBE.

li.!a_najcmcn risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.

Ty
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(4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah
melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang
membidangi urusan pengawasan dan atau kepada menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur

negara.

Bagian Ketiga _
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 39

(1) Manajemen keamanan informasi SEIT‘IEIEH_'i.II'lHt'IH. dimqksl!d
dalam Pasal 37 ayat (1] hurul b bertujuan untuk menjqujlin
keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak nSIKG

keamanan informasi. . _ "
(2) Manajemen keamanan  informasi dilakukan _rntla ul
serangkaian proses Yang meliputi penetapan ruang lingkup,

penetapan  Penanggung jawab, perencanaan, dukungan
pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan
terhadap keamanan informasi dalam SPBE. _

(3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dJmaksud_ pada
ayat (2] dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen
keamanan informasi SPBE.

(4) Dalam pelaksanaan manajemen  keamanan informasi,
Perangkat Daerah berkoordinasi  dan  dapat melakukan
konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Keempat
Mangajemen Dala

Pasal 40

(1) Manajemen data scbagaimana Pasal 37 ayat (1) huruf c
bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat,
mutakhir, terintcgrasi, dan dapat diakses sebagai dasar
perencanaan,  pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian
pembangunan Daerah.

(2) Manajemen data dilakukan melalui serangkalan proses

~ pengelolaan arsitektur data, data induk, data refecrensi, basis
data, dan kualitas dala.

(3] Manajemen data scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.

{4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah
berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim
Koordinasi SPBE.

_ Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 41

(1) Manajemen aset teknologi  informasi dan komunikasi
scbaguimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d
bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi
gg;;nfnatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam

{ TraamT
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(2)

(3)

(4

(1)
(2

(3)

(4)

()

(2)

(3)

(4)

Manajemen asct  teknologl informasi  dan komunikasi
dilnkukan melalul  seranghkain  proses perencanaan,
pengadaan, pengelolann, dan penghapusan perangkat keras
dan perangkat lunnk yung digunakan dalam SIRE.

Manajemen  ascl teknologi  informasi dan  komunikasi
sebagnimana dimoksud  pada  ayat (2] dilaksanakan
berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan

komunikasi SPBE.

Dalam pelaksanaan mannjemen nsel teknologi _inl'urrnﬂni dan
komumiknsi, Perangkat Daernh  berkoordinast dan dapal
melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE dan
Perangkat Daernh yang berwenang mengelola urusan asel

Pemerntali Daerah.

Baginn Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 42

Manajemen sumber daya manusin schagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin
keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
Manajemen sumber  daya manusia  dilakukan ~melalui
serangkaian proses porencanaan, pengembangan, pembinaan,
dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan
dan peningkalan kompetensi sumber daya manusia untuk
pelaksanaan Tata Kelola SPRE dan Manajemen SPBE di semua
Perangkat Dacrah.

Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
padn avat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen
sumber dayva manusia SPBE.

Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia SPBE,
Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan
konsultasi dengan Badan Kcpegawaian Daerah dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan atau kepada
menteri yang menyelenggarnkan  urusan pemerintahan  di
bidang aparatur negara,

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 43

Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
a7 ayat (1) hurul [ bertujuan untuk meningkatkan kualitas
Layanan SPBE  dan  mendukung proscs ngambi

ilan

keputusan dalam SPBE. a
Manajemen pengetahuan  dilakukan melalui sernngkaian
proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan,
dan alih pengetuhuan dun teknologl yang dihasilkan dalam
SPBE.
Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud

! pada ayat |2
gjliglgunakan berdasarkan pedoman manajemen pcngctzhum:
Dalam pelaksanaan manojemen  pengetahuan, Perangkat
Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan
kepala lembaga  pemenntah  non kemenlerian  yang

menyelenggarakan tugas pemerintahan di b
dan penerapan teknologl, " bidang pengkajian
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Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 44

(1) Manajemen perubahan sebagaimana rlirnnklsucl dnlam Pasal 37
ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan
dan  meningkatkan  kualitas  Layanan 4PHE  melalui
pengendalian perubahan yang terjadi rlalnrln SPOE.

[2)  Manajemen perubahan dilakukan melalui srmngkmnn proses
perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi,
pemantauan dan evaluasi terhadap p{'mlbnhan SPBE. 5

(3} Manajemen perubahan sehagaimani {|1TFI+IR=|I.IL| pada ayat (2}
dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan
SPRE.

(4] Dalam pelaksanaan manajermen perubahan, Perangkal Dm:ral‘!
berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menterl
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  di bidang
aparalur negar.

Bagian Kesembilan ) )
Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 45

(1] Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 avat (1) hurul h bertujuan untuk menjamin
keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE
kepada Pengguna SPRE.

(2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian
proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan
SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.

(3) Pelavanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) merupakan kegiatan  pelayanan terhadap keluhan,
gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan
SPBE dan Penpguna 3PBE.

(4] Pengoperasian Layanan SPBE scbagaimana dimaksud pada
avat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan  dan
pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.

{5) Pengelolaan Aplikasi SPBE scbagaimana dimaksud pada ayat
(2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan
aplikasi yang berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(6) Manajemen Layanan SPHE sebagnimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan
SPBE.

(7) Dalam Pelaksanaan manajemen Layangan SPHE, Perangkat
Daerah berkoordinasi dan dapat melokukan konsultasi dengan
menten Yang mrnyrlrnp_uru.kun UrIsan pc:m:rin[ah di hiﬂﬂng
komunikasl dan informatika.

Pasal 46

(1) Perangkat Daecrah yang menyelenpgarakan layanon SPBE
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), wajib
membentuk meja layanan |Service Desh).

(2) Meja layanan (Service Desh) sebagmimana dimaksud pada ayat
(1) mempunym tugas membenkan layanan kepada pengguna
SPBE dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat
dan tepat, dalaom  rangka mengotasi  keluhan dan/atau

permintaan pengguna SPBE.
] TALDLLN
HURLIG
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13) Dalam melaksanakan tugas sebagaimnna dimaksud pada ayat
(1), meja layanan |Sendce Desk) menyelenggarakan fungsi @
n.  single point of contact (SPo();
b, mencatat ln|mrnn UL TG Invanan;
¢, mencatat permintaan lnyanan,

d.  memantau dan menginformasikan status gangguan  dan
permuntaan layanan; dan

e.  menyedinkan  informasi,  solusi, dan edukasi  kepada
penpguna SPRE, ‘ )

14 Meja lavanan [Senvice Desh) menyelenggarakan fungsi sesum
dengan standar operasional dan/fatau petunjuk teknis yang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah

mben penvelengara pelayanan.

(5 TI:-lmn mr:-lnkmnnknn fupns sebaganmani dimaksud pada ayat
(3} meja layanan (Sendce Desh) dapat I‘u-rkmrdlnani rl'rn-:mn
Dinas Komunikasi Informatika  Statistik dan Pcru-nn{?lﬂn.
Perangkat Dacrah, perorangan, lembaga dan atau pihak
terkait.

6)  Laporan pelaksanann Ugas schagnimana dlimnkzud pada ayat
(3] disampatkan ke Ketun Tim Koordinasi SPBE Kabupaten
Lehong secara berkala.

BAB V
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Bagian Kesalu
Umum

Pasal 47

(1} Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem
teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lebong perlu dilakukan audit teknologi informasi
dan komunikasi secara berkala,

(2) Audit teknologi  informasi dan komunikasi scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdin atas :

a.  audit Infrastrutur SPBE;
b. audit Aphkasi SPBE; dan
c. audit Keamanan SPBE.

(3)  Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan

mclakukan pemenksann hal pokok teknis pada:
a.  penerapan Lata kelola  dan manajemen teknologi
informas) dan komunikasi;
L.  fungsionalitas teknologl informasi dan komunikasi;
c. lnerna  weknolog  informasi dan komunikasi  yang
dihasilkan; dan
d.  aspek teknologi informast dan komunikasi lainnya.
(4)  Audit Teknolog Informasi dan Komunikasi dilaksanakan

berdasarkan  kelijakan  umum  penyelenggaraan  Audit
Teknolog Informasi dan Komunikasi,

Y Tl o
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Bagian Kedua ;
Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 48

(1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada P?-:?Jh
47 ayat (2) huruf a, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu)
dalam 2 (dua) tahun. . !

(2) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBF:: dikoordinasikan l::iI:lI':
Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong i
hasilnya dilaporkan kepada Eeubiati sclaku penangung Ja

SPBE Pemerintah Kabupaten ng. .

(3) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pm;l;lkz; ﬁ;{n [I:
dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pe e
audit Infrastruktur SPBE yang -:Ilitrtnpk,an ﬂlcti Pcr:
Lembaga pemerintah non I-:«_em:nlenan yang me;yt mgﬁemmk&npan
tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan pc

teknologi.

Bagian Ketiga . "
Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektrom

Pasal 49

(1) Audit Aplikasi SPBE scbagaimana dimaksud dalam Pasal 47

ayat (2) huruf b, terdiri atas :
a. Audit Aplikasi Umum, dan
b. Audit Aplikasi Khusus. _

(2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalﬂlrn '.Zp[dua] tahun:

{3) Prlaksanaan Audit Aplikasi SPBE dikoordinasikan nlr:thLm
Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong dan hasilnya
dilaporkan kepada Bupati selaku penanggung jawab SPBE
Prmenntah Kabupaten Lebong,

{4} Audit Aphkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan standard dan tata cara pelaksanaan
audit Aplikasi SPBE yang ditetapkan oleh Peraturan Lembaga
pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang pengkajian dan pencrapan teknologi.

Bagian Keempal
Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 50

(1) Audit Keamanan SPBE sebagimana dimaksud dalam Pasal 47
ayat (2) huruf c, terdiri atas ;

a. Audit Keamanan Infrastruktur SPBE; dan
b. Audit Keamanan Aplikasi SPBE.

(2) Audit keamanan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 {dua) tahun.

(3) Peluksanaan Audit keamanan SPBE dikcordinasikan oleh Tim
Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong dan hasilnya
dilaporkan kepada Bupati selaku penangung jawab SPBE
Pemerintah Kabupaten Lebong.

(4)  Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan standard dan tata cara pelaksanaan
audit Aplikasi SFBE yang ditetapkan oleh Peraturan Lembaga
yang menyclengarakan tugas pemerintah dibidang keamanan

siber.
11 ] GIAN
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BAB VI
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK
Bapian Kesafu
Susunan organisasi

Pasal 51

{1} Penyelenggara SPBE dilaksanakan oleh Tim l{mrdinusi_SFEE.
(2) Keanggotaan Tim Koordinasi SPBE scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Keanggotaan, Tugas, dan Fungsi Pm}-rlcnpgum
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 52

Keanggotaan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) terdin atas :

a. penanggung jawab;

b. ketua/koordinator SPBE; dan

€. anggota.
(2) penangung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

mempunyni tugas mengoordinasikan dan  menetapkan
kebijakan pelaksanaan SPBE.

(3)  ketua/koordinator SPBE scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b mempunyar tugas mengoordinasikan penerapan
kebijakan SPBE, mengoordinasikan layanan pemerintahan dan
mengoordinasikan  SPBE  dengan  instansi  pusat  dan
Pemerintah Daerah lainnya.

(4) anggota sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf ¢ berasal
dari satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di
bidang Teknelogi dan [nformasi dan Komunikasi, Perencanaan,
Penganggaran, Keuangan, Akuntabilitas Kinerja, Pengawasan,
hukum dan bidang terkait lainya.

(1)

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 53

(1)  Setinp Pernngkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lebong yang memiliki layanan wajib menyediakan sumber daya
manusia  dengan  jabatan fungsional pranata komputer
dan/atau jabatan fungsional lain sesuai dengan standar
kompetensi berdasarkan :

a. analisis jabalan;
b. analisis beban kerja; dan
c. peta jﬂbﬂtﬂ.ﬂ yang berlaku sesuai dtngan kgt:n[ua_n

peraturan perundang-undangan.’
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[2)  Pejabat fungsional pranata komputer di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
telah menduduki jenjang ahli madya otau snhli utama, wajib
melaksanakan  tugas din fungsi di Perangkat Doerah yang
menyelengparnkan  tugns  dan fungsi di bidang teknologi
informasi dan komunikasi,

(3) Dinas Komunikasi, Informatikn, Statistik  dan Persandian
schagaimana  pada ayat  (2) wajib  melakukan  pemelaan
responsible, accountable, consulted and informed (RACI) chart
matric tethadap sumber dayn manusia jabatan fungsi pranala
komputer di lingkungan Pemerintah Knbupaten Lebang.

(4] Dinas Komunikasi Informatikn Statistk  dan Persandian
melakukan penguatan atau [_K'l]iI'Il.tll-:illlnrli!i;lnl"llrl‘ daya manusia

bagaimana dimaksud pada ayat melalui : _ :

:: rfrngrmh.-mgnn k:_]nh!inn don .k_nmlrlrn-ﬂl bl_dﬂﬂg
komunikasi dan Informatikn {pendidikan dan pelatihan,
seminar/ konferensi/ suraschan, workshiop atau Iﬂkﬂkalf}’ﬂr
bimbingan  teknis,  coaching, mentoring, , e-leaming,
detasering, benchmarking, magang,/ prakiek kerja);
sertifikns kompelens: :
ascsor bidang komumikasi dan informatika;
pembangunan budaya kerja berbasis :-T-.I'IHF.J; dan
pelaksanaan kemitrnan dengan berbagai pihak.

-

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SISTEM PEM ERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 54

Dalam rangka mewujudkan proscs kerja yang :Iﬁsien. efektif,
transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan
publik vang berkinerja tinggi, dilakukan pembinaan, pengawasan
terhadap pelaksana SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lebong,

Pasal 55

(1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksana SPBE Pemerintah
Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
dilaksanakan coleh Bupati Lebong selaku penanggung jawab
penyelenggaraan SPBE Pemenntah Daernh melalin koordinasi
SeCcara berkala, pembenian bimbingan tekmis dan/fatau
supervisi, pendidikon dan pelatthan, peningkatan kesadaran
hukum, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana dan
peningkatan peran dan fungsi pelaporan,.

{2) Pembinaan dan Pengawasan  pelaksann SPBE  Pemerintah

Kabupaten Lebong sebagaimana dimoksud pada ayat (1),
secara teknis meliputi :

a. infrastruktur SPBE;
b. aplikasi SPBE; dan
c. keamanan SPRE.
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(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(1)

(2)

(3)

(4]

(3l

BARB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 56

Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk :

a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE;

b. memberikan  saran  perbaikan  berkesinambungan
(continuous improvemen untuk peningkatan kualitas

pelaksanaan SPBE; dan

c. menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE.
Pemantnuan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimukﬂudlp_ada
ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Asesor SPBE paling sedikit 1
[satu) kali dalam 1 (satu) tnhun.
Pemantauan dan cvaluasi SPRE schagaimana dlimaksud pada
ayat (2) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan berjenjang kepada koordinator.
Hasil pemaniauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) disam paikan  kepada kementenian yang
menyelenggarakan (Ugas pemerintahan di bidang aparatur
negara scsuai  dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
Pasal 57

Tim Asesor SPBE scbagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat
(2) beranggotakan Aparatur Sipil Negara P"m“”nml'!
Kabupaten Lebong yang menguasai seluruh indikator evaluasi
SPBE dan berasal dari Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang proses bisnis,
organisasi dan ketatalaksanaan, hukum, teknologi informasi
dan komunikasi, perencanaan dan kinerjn, pengganggaran,
keuangan, pengadaan, kepegawaian, kcarsipan, pcngawasan,
dan pelayanan publik.

Keanggotaan Tim Ascsor SPBE sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) terdin atas :

a. Pengarah/Pembina;

b. Keordinator SPBE;

¢. Penanggung.Jawab (Supervisor), dan

d.  Anggota,

Pengarah/Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a mempunyai tugas :

a. Memberikan arahan terkaitl evaluasi SPBE.

Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul

b mempunyai tugas :

a. menyelenggarukan koordinasi  pelaksanaan  tugas dan
dukungan unit kerja/fperangkat daerah dalam pelaksanaan
Pemantauan dan Evaluasi SPRE;

b. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandin; dan

¢. menyampaikan hasil Penilaian Mandin kepada Menteri.

Penanggung  Jawab tSIupcn'iuor] scbagaimana pada ayat

{2) hutuf ¢ mempunyal tugas :

a. mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor SPBE Pemerintah
Kabupaten Lebong;
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b. mempersiapkan  sarana  dan  prasarana  dalam
penyelenggaraan  sosialisasi  pedoman Pemantuan dan
Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
serta dalam pelaksanaan aktivilas Penilaian Mandiri,
Penilaian Interview, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim
Asesor Internal; ‘

c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan
memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan
bukti pendukung, .

d. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara
efektif dan efisien; dan

¢. menyusun dan menyampaikan laporan
Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepa
SPBE. . )

(6) Pelaksana entri data (Operator] scbagalmant dima

rat (2} hurul d mempunyal tUgas : )

::? n':mlumumpulkan F'I-::I:m mendokumentasikan P"—'”ka!ﬁ,’;’;
jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan akuvi
Penilaian Mandiri; P )

b. memasukkan data atas rumusan pcnrlnm_n, penjclasan
jawaban, dan bukii pendukung ke aplikasi Pemantauan
dan Evaluasi SPBE sccara daring (online); dHI"I _ -

c. melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri
kepada penanggung jowab untuk mendapaikan saran
perbaikan atau persetujuan.

(7) Anggota schagaimana dimaksud pada ayat (2 hurufl ¢
mempunyai Lugas : ,
a. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologl,

dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta
substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat
daerah;

b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap
pertanyvaan;

¢ melaksanakan Penilsian Mandiri pada  kegiatan
Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;

d. melakukan aktivitas interview danfatau visitasi pada
kegatan Evaluasi SPDE; dan

e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan
Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE  kepada
penanggung jawab.,

(8) Tim Asesor SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Kepiutusan Kepala Daerah.

BAD IX
KETENTUAN PERALTHAN

Pasal 58

hasil pclaksanaan
da Koordinator

ksud pﬂdﬂ

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan
Bupati Lebong Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Induk
Pengembangan Teknologi Informasi dan komunikasi Kabupaten
Lebong Serta Keamanan Informasi Pada Pemerintah Kabupaten
Lebong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lag.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui,

Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 17 Juni 2022

k BUPAT! LEBONG,

#KOPLI ANSORI
Diundangkan di Tubei

pada tanggal 17 Juni 2022

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022 NOMOR ZZ1

[ peuemiyrs v UPATEN LERONG
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